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PERATURAR DAKRAY KABUPATEN DAHRAH TINGKAT 11

kK A R A& W A N G
noMonr o 002 TAHUR 1990

TENTANG -

U PERUBABAN  PKRTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN

OARRAL TINGKAT II KARAWANG NOMOR 020/PERDA/
WK 0271, 2/P0. 02571877  TENTANG PENGGUNAAN DAR
CEMIECAPAN  GHWA MESIN GILAS DALAYM  KABUPATEW

DAERAN TINGKAT 1T KARAWARG

AUNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATL KEPALA DAERAH TINGKAT 11 KARAWANG

a.

b.

4.

6.

yvahwa Peraturan Daerah Kabupaten Dacrah Tlogkat
11 Karawang Nomor 020/Perda/lik. 021.2/Pu, 0256/1977
tangsal B Oktober tentang Penggunaan dan Pene-
Ltapan Sewa HMesin Gllas dalam Kabupaten Daerah
ingkat 1L Karawang, perlu ditinJau kemball
narenn Lldak sesual dengan perkembangan dewasa

imd ~n

bahwa untuk pelaksanaan butir a tersebut di atas,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

K

Undang-undang Nomor & Tahun 1974 tentang Pokok-
pokol Pemerintahan Di Daesrah ;

Unclang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemben-
tulkkan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungaré®

Propinui Jawa Baratl ;

Undung«undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang
Po raturan Umam Retribusi Daerah ;

Foraturan  Pemerintah Republik Indonesla Nomor 5
T"ahan 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungdawaban
don Pengavasan Keuangan Daerah

voeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1683
tenbtang Bentuk Peraturan »Daerah Perubahan ;

Kepubugan Menteri Pekerdaan Umum Nomor 585 /KP1S/
1908  tentang Pedoman Penggunaan Peralatan di-
lingkungan Departemen Pekerjaan Umum ;

'Vuraturan Dacrah.‘Kabupaten Daerah Tingkat II
larawang Nomor 010 Tahun 1988 tentang Penunjukan

Ponyldik Pegawal Negeri Sipil vyang me lakukan
Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
yvanyg memual Ketentuan Pidana.
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S PRRGICTUJUAR DEWAN PERWAKTILAN RAKY AT DAKRAIL
CADBUPATEN DARRAIT T ITRGRKAT T4 KARAWANCG,

N

MEMUTUS KAN

Lopian o PHRATURAN DABRAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I[ KARA

; WANG TENTANG PRRUBAHAN PERTAMA PERATURAN DALRAH NO-

MOK 020 /PERDA/ZHK, 021.2/P0. 02571977 TRNTANG PENGGUNA

AN DAN  PENETAPAN SEWA MESIR GILAS DALAM KABUPATEN
. DAKRAH TINGKAT IT KARAWANG.

Pasal 1

Paraturan  Daerah Kabupalen Dacrah  Tingkat II
Karawang Nomor 020 /Perda/Hk. 021. 2 /Pu. 025/1977
tangual 8 Oktober 18977 tentang Penggunaan dan Pene-
tapan Sewa Mesin Gilas dalam Kabupaten Daerah
Tingkat IT Karawang, yang tolah disyahkan oleh
Gubernur Kepala Dacrah Tingkat 1 Jawa Barat dengan
Surat Keputusannya Nomor 77 /Hk, 011-Huk/SK/ 1978
tanggal 16 Janwerl 1978, diundangkan dalam Lembaran
! Daerah  Kabupaten Daerah Tingkat LI Karawang Nomor

8/87 1078 tangeal 27 Pebruari 1978 Seri : B, diubah
gebapal berilkut

A. BAB 1. KETENTUAN UMUM. Pasal 1 Sub a

{ a. “Bupatli” {alah Bupati Kepala Daerah Tingkat
11 Karawang ,
-
Diubah dan harus dibaca :

«. "Bupatli Kepala Daerah” adalah Bupati Kepala
Dasrah Tingkat I[ Karawang ;
Sehingga dengan perubahan aebutan “Bupatbl”
menjadi “Bupati Kepala Daerah" maka perkataan
Bupati dalam pasal-pasal berikutnya diubah
dan harus dibaca "Bupatl Kepala Daerah” dan
kata “ialah" dalam butir gelanjutnya diubah
dan harus dibaca "adalah".

B. BABL 11, PENGGUNAAN MESIN GILAS. Pasal 2 ayat (1)
(1) Dengan idzin Bupati, perorangan/Badan Hukum
terutama para pemborong yang tengah melak-
ganakan pembangunan Proyek-proyek Kabupaten,
dapat menggunakan Mesin Gilas.
Diubah dan harus dibaca -

(1Y Dengran izin Bupati Kepala Daerah, Perorangan/
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Padan dukum terutamn  para pomboronga vang
soedangg me laksanakan Pembangunan Proyek-proycelk
di Rabupaten Dacrah Tinghkat 11 Karawang dapat
mergigunalian Mealin Gilas,

BALC LU KICTENTUAN PEMBAYARAN
Divbab dan harug dibaca
C. bBAb 111 KETENTUAN SEWA DAN CARA PEMBAYARAN.
Pasal 3

Hecarnya  uang sewa untuk penggunaan Mesin Gilas  adalah
gebagel berikut .

a. Mesin Gillas ukuran 10 ton gebesar Rp. 25.000,-/hari ;
. Mesin Gllas ukuran 8 ton gebesar Rp. 20.000,-/hari ;
¢. Mesin Gilas ukuran 6 ton sebesar Rp. 15.000,-/hari ;
d. Mesin Gilas ukuran 4 ton sebesar Rp. 10.000,-/hari ;
Piubah dan harus dibaca :

A Mesin Gllag ukuran 10 ton debesar Rp. 55.000,-/hari ;
b. Mesin Gililas ukuran 8 ton. sebesar Rp. 45.000,-/hari ;
c. Mesin Gilays ukuran 6 ton scbesar Rp. 35.000,-/hari ;
d. Mesin Gilas ukuran 2,5 ton gebesar Rp.15.000,~/hari;
¢. Mesin Gllas ukuran 1 ton gebesar Rp. 10.000,-/hai1.;
t, lMezin Stone Chruscer sebesar Rp, 21,000, /hari ;

BAB IV
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 5§

(1) Barang slapa yang melanggar ketentuan Pasal 2.
ayat  (2) butir b dan ¢, Pasal 3 dan Pasal 4
Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan
selgma-iamanya 3 (tiga) bulan atau denda
getinggl -  tingginya Rp.50.000,00 (lima puluh

ribu rupiah).,
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() Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal int
adabah pelanggaran. P

.o BAL OV dihapus

Pasal €

Selain PeJabat yang ditunjuk dengan Undang-undang,
Inopektorat. Pengawasan dan Baglan Hukum Sckretariat
temerintah  Kabupaten Dacrah Tingkat II  Karawang,
aban perintah Bupatl berwenang mengusut  pelanggaran
dari kebtentuan--ketentuan dalam Peraturan Dacrah ini.

Diubah dan harus dibaca

Pasal G

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran saebagalmana
dimalksud ayat (2) Pasal 5 Peraturan Dacrah ini
dilakeanakan oleh Penyidik Unum dan atau
Penyidik Pegawal Negerli S pil di  lingkungan
Femcrintah Daerah yang pengangkatannya ditetap-
kan zesual dengan peraturan perundang-undangan
yvang bherlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para
Penyidik scebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal inl L.rwenang :

a. mencrima  laporan atau pengaduan darl sgese-
orang tentang adanya tindak pidana;

bh. melakukan tindakan pertama pada 9gaat 1itu
ditempat kedadian dan melakukan pemeriksaan;

¢. menyuruh berhentl seorang tersangka  dan
wemeriksa tanda pengenal dirl tersangka;

d, melakulkan penyitaan benda dan atau surat;

e, mengambil gidik Jari .dan memotret ceceorang;
L ]

I memangull seseoranyg untulk didengar dan di-
pariksa schagal tersangka satau sakai,

1 mendatungkan orang ahll yang diperlukan dalam
hubungannya dengan penperiksaan perlkara;

h. menghentiltan.., - 5 -
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. menghentlkan penyidikan setelah nmendapat
petunJuk darl Penyidik Umum bahwa tidak ter-
dapat cukup buktl atau peristiwa tersebut
bulkan merupakan tindak pldana dan selanjutnya
melalul  Penyidik Umum memberitahukan hal
tergebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau
keluarganya;

i. mengadakan  tindakan lain menurut hukum vyang
dapat dipertanggungjawabkan.

I, Paual 7, yang berbunyi

“Hal-hal yvang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini
akan ditetapkan dengan Sural Keputusan Bupati'.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup dalam Peraturan Daerah ini,
sepandang mengenal teknis pelaksanaannya akan diatur
Lemuwdian dengan Keputusan Bupatbti Kepala Daerah,

Pasal 11

Peraturan Daerah inl mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Karawang, 10 Januari 1890

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KKPALA DAERAH TINCKAT II
APUPATEN DAERAH TINGKAT TII KARAWANG KARAWANG,
Ke tua,
.hp. tid. Cap. ttd.
H. S5UJANA PRIYATNA. L. SUMARNO SURADI.

Feraturan Daerah ini disyahkan oleh: Gubernur
Kepala Daerah Tingkat, I Jawa Barat dengan Surat
Kepulusannya Nomor 188.342/SX. 1506-Huk/1990 tanggal
24 Apgustus 1990,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA - BARAT,

Cap. ttd.

H.R. MOH. YOGIE. SM.
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Divundanslkan  dalam Lembaran Daerah_Kabupaten Dacrah
Tinplkat. 11 Karawang Nomor 011/B/1990 tanggal 5
veplonboer 1900 Serl ¢ H 8
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